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DIPERTAHANKAN: Jaksa Agung Hendarman Supandji didampingi para staf meninggalkan kantornya di
Gedung Kejagung, kemarin malam. Pemerintah tetap mempertahankan Hendarman sebagai jaksa agung.

Abaikan MK
Hina Pengadilan

Sumpah Presiden ialah menjalankan undang-undang,
bukan menafsirkan putusan MK.

Alexander Priyasma

EMERINTAH tetap
mempertahankan
Hendarman Supandji
sebagai jaksa agung
yang resmi dan legal meski
Mahkamah Konstitusi (MK)
sudah menyatakan yang ber-
sangkutan tidak sah lagi me-
nyandang jabatan itu.

Sikap ngotot pemerintah itu
ditafsirkan sebagai penghi-
naan terhadap pengadilan
(contempt of court). “Apa pun
keputusan MK, semua orang
tidak terkecuali Presiden, wajib
mematuhinya. Jangan pernah
mencederai kehormatan penga-
dilan,” ujar Asep Warlan Yusuf,
pakar hukum tata negara dari
Universitas Parahyangan Ban-
dung, Jawa Barat, kemarin.

Guru Besar Hukum Tata Ne-
gara Universitas Padjadjaran
Bandung Gde Pantja Astawa
juga berpendapat bahwa Presi-
den menghina pengadilan jika
tidak melaksanakan putusan
MK. “Presiden terikat sumpah
untuk menjalankan undang-
undang. Tugas Presiden adalah
menjalankan putusan pengadil-
an, bukan menafsirkannya.”

Sidang MK padaRabu (22/9)
mengabulkan sebagian permo-
honan mantan Menteri Kehaki-
man dan Hak Asasi Manusia
Yusril Thza Mahendra terkait
dengan permohonan uji ma-
teri terhadap Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan. Dengan putusan itu,
Hendarman Supandji tidak sah
lagi sebagai jaksa agung. “Jaksa
Agung harus berhenti. Jadi su-
dah jelas, begitu pukul 14.35

WIB ketok palu tadi, (Hen-
darman) sudah tidak boleh
meneruskan jabatannya,” tegas
Ketua MK Mahfud MD dalam
jumpa pers seusai memimpin
sidang (Media Indonesia, 23/9).
Dalam menyikapi keputusan
MK itu, Menteri Sekretaris Ne-
gara Sudi Silalahi didampingi
Staf Khusus Presiden Bidang
Hukum Denny Indrayana
menggelar jumpa pers, kemarin.
Sudi menyatakan Hendarman
Supandji masih jaksa agung
yang resmi (lihat grafis).
Menurut Sudi, keputusan
MK sama sekali tidak me-
nyebut ketidakabsahan Jaksa
Agung Hendarman Supandji.
Apalagi, Hendarman seba-
gai jaksa agung ilegal. Akan
tetapi, Mahfud menilai Sudi
tidak mengutip seluruh hasil
putusan MK. Menurut Mahfud,

Tanggapan Pemerintah
atas Putusan MK

1 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 49/PUU-V111/2010
menyatakan Pasal 22 ayat 1 huruf d UU Kejaksaan adalah
sesuai dengan UUD 45 secara bersyarat

(conditionally constitutional).

Pemerintah menghormati putusan MK sebagai perwujudan
penghormatan kepada UUD 1945 dan negara hukum RI.

Putusan MK menegaskan tidak ada masalah keabsahan, baik
konstitusional dan legalitas Jaksa Agung Hendarman Supaniji.
Lebih jauh MK memutuskan presiden tidak dapat dikatakan
inkonstitusional dan jabatan Jaksa Agung tidak dapat
dikatakan tidak ilegal (paragraf 3.28 halaman 131-132).

Putusan MK juga memperjelas di mana periodisasi jabatan
Jaksa Agung yang sebelumnya tidak jelas diatur dalam UU
Kejaksaan. Kejelasan itu akan menjadi dasar hukum bagi
masa jabatan Jaksa Agung yang akan datang paling tidak
untuk sementara waktu, yaitu sebelum adanya perubahan UU
Kejaksaan terkait dengan kejelasan masa jabatan

Jaksa Agung.

Presiden telah merencanakan pergantian Jaksa Agung dalam
waktu dekat. Pemberhentian dan pengangkatan tersebut
akan dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Kejaksaan

dan disahkan dengan penerbitan keppres.

Kepada semua pihak agar menghormati hak prerogatif
Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa
Agung sebagaimana diatur dalam UU.

dalam putusan itu disebutkan
Jaksa Agung Hendarman sah
sebelum putusan diucapkan
MK. “Itu bunyi putusan MK.”

Kalangan DPR pun meminta
Presiden tidak menafsirkan
secara subjektif putusan MK.
“Semua lembaga negara ter-
masuk Presiden harus taat dan
patuh melaksanakan putusan

Sumber : Jumpa Pers Sekretaris Negara/OLAH GRAFIS: TIYOK

MK,” ujar Wakil Ketua DPR
Pramono Anung.

Hendarman kemarin masih
berkantor. “Yang berhak mem-
berhentikan saya itu Presiden,”
ujarnya.(NJ/Rin/X-3)

priyasma@mediaindonesia.com
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Kebijakan Ekonomi Harus Diubah

MANTAN Wakil Presiden Jusuf
Kalla kembali mengingatkan
agar pemerintah berani meng-
ubah berbagai kebijakan ekono-
mi yang keliru. Kebijakan yang
keliru tersebut terbukti kurang
mampu meningkatkan daya
saing produk-produk dalam
negeri.

“Terdapat tiga kebijakan yang
justru meningkatkan biaya pro-
duksi industri dalam negeri,
yaitu bunga perbankan yang
tinggi, kebijakan energi yang sa-
lah, serta kurangnya infrastruk-

Pertumbuhan Ekonomi

ASEAN 2010-2011

masih cukup tinggi, yaitu 12%-
14%. Itu lebih tinggi daripada
suku bunga yang diterapkan
China yang hanya 5%.

Di bidang energi, kebijakan
yang keliru itu terletak pada le-
bih memilih mengekspor ener-
gi yang dihasilkan. Padahal,
industri di dalam negeri masih
membutuhkan sumber energi
dalam jumlah besar.

“Begitu pula dengan infras-
truktur yang masih kurang,”
katanya.

Apabila kebijakan-kebijakan
tersebut tidak diubah,
dalam waktu dekat In-
donesia akan kalah ber-
saing dengan Vietnam.

(Versi Asia Development Bank)
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favorit, mengalahkan Indonesia
di peringkat kedua.

Sementara itu, Deputi Gu-
bernur Bank Indonesia Budi
Rochadi mengatakan kon-
disi infrastruktur kita akan
memengaruhi target pertum-
buhan ekonomi 6,3% pada
2010. “Kondisi infrastruktur
kita cukup mengkhawatirkan,
seperti kebutuhan listrik sudah
lebih besar daripada kapasitas
yang mampu dihasilkan.”

Selain infrastruktur, tanta-
ngan target pertumbuhan eko-
nomi ada pada inflasi. Itu ka-
rena dalam waktu dekat harga
pangan dunia, seperti beras,
gandum, dan minyak sawit
mentah, akan naik.

Ekonom Tony Prasetyantono
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Brunei
Darussalam

Singapura Malaysia

tur,” kata Jusuf Kalla dalam
Seminar Lustrum XXI Fakultas
Ekonomika dan Bisnis Univer-
sitas Gadjah Mada (UGM) di
Yogyakarta, kemarin.

Ia mengatakan suku bunga
yang diterapkan di Indonesia

Indonesia Laos Myanmar

Filipina

2010

2011 (prediksi) |

Saat ini saja, berdasarkan survei
United Kingdom Trade Invest-
ment sepanjang Juli-Agustus
2010 terhadap 520 eksekutif
global, Vietnam merupakan
negara tujuan investasi paling

Thailand Kamboja

Sumber : adb.org/GRAFIS: TIYOK

mengatakan Indonesia mem-
butuhkan waktu hingga tujuh
tahun untuk mencapai kondisi
masyarakat sejahtera berdasar-
kan ukuran pendapatan do-
mestik bruto. (SO/AU/X-7)

Penyerang Polsek
Teridentifikasi

PELAKU penyerangan Kantor
Kepolisian Sektor

ra pelaku perampokan itu men-
cari dana dengan

Hamparan Perak,
Deli Serdang, Su-
matra Utara, Rabu
(22/9) dini hari,
yang mengaki-
batkan tiga polisi
tewas sudah ter-
identifikasi. Tim
Detasemen Khu-
sus Antiteror 88
Polri masih terus
melakukan penge-
jaran.

“Kita sudah me-
ngetahui, tetapi tidak mungkin
saya beberkan,” kata Kapolda
Sumut Irjen Oegroseno seusai
rapat koordinasi dengan para
pemuka agama di Kantor Wali
Kota Medan, kemarin.

Sementara itu, 19 tersangka
kasus perampokan Bank CIMB
Niaga yang ditangkap Densus 83
dibawa ke Jakarta. Tiga tersangka
yang tewas dan tiga orang yang
masih kritis dibawa ke Rumah
Sakit Polri Kramat Jati, sedang-
kan 13 tersangka lain dibawa
ke Rumah Tahanan Markas
Komando Brimob Kelapa Dua,
Kota Depok, Jawa Barat.

Kasus perampokan Bank
CIMB Niaga Medan yang ter-
jadi pada 18 Agustus 2010 bu-
kan kejahatan kriminal biasa,
melainkan terkait terorisme
dengan otak pelaku adalah
Mustafa alias Abu Tholut. “Pa-

tujuan membantu
kegiatan teror-
isme,” ujar Kadiv
Humas Polri Irjen
Iskandar Hasan.

Pengamat inteli-
jen Dynno Chres-
bon mengatakan
serangan ke Kantor
Polsek Hamparan
Perak merupakan
dendam sekaligus
latihan serangan
ke target yang le-
bih besar. Mereka memulai
dari yang lebih kecil, yakni pos
polisi, kantor polsek, lalu akan
dilanjutkan ke kantor polres
atau polda. “Target akhir teroris
adalah Mabes Polri dan Istana
Negara,” ungkapnya.

Insiden Hamparan Perak,
menurut Direktur Program
Imparsial Al Araf, menunjuk-
kan terjadinya evolusi gerakan
teroris. Aksi ledakan bom ber-
ganti dengan perang terbuka
menggunakan senjata yang
mengenai target.

Menurut Al Araf, selama
ini terdapat dua faksi, yakni
faksi Amrozi dkk yang memi-
lih menggunakan bom dan
faksi Abu Bakar Baasyir yang
menolak bom. (YN/Dvd/NJ/
AO/X-6)
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EDITORIAL

Menyangga
Gengsi Istana

SALAH satu substansi demokrasi adalah prinsip taat asas.
Di negara yang demokrasinya sudah mapan, kepatuhan
terhadap putusan hukum menjadi penanda penting prinsip
taat asas itu.

Sebaliknya, di negeri yang sistem demokrasinya masih
didominasi prosedur simbolik, kepatuhan bisa digusur ke-
pentingan, bahkan oleh gengsi. Demi gengsi, sebuah putusan
yang final, mengikat, dan gamblang sekalipun masih dicari-
cari tafsirnya.

Itulah yang terjadi ketika Mahkamah Konstitusi (MK) me-
mutuskan bahwa Jaksa Agung Hendarman Supandji harus
berhenti sejak Rabu, 22 September 2010, pukul 14.35 WIB.
Itu merupakan konsekuensi dari dikabulkannya sebagian
permohonan uji materi Undang-Undang No 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan, Pasal 22 ayat (1) yang diajukan Yusril Thza
Mahendra, mantan Menteri Kehakiman dan HAM.

Pangkalnya adalah Yusril menolak diperiksa oleh Kejaksaan
Agung dalam kasus dugaan korupsi Sisminbakum karena
menilai Hendarman Supandji merupakan jaksa agung ilegal.

Dasarnya, sebagai anggota

kabinet, Hendarman mes-

tinya berhenti saat masa

jabatan Kabinet Indonesia

Bersatu I berakhir pada 20

Oktober 2009. .
Semuanya demi
gengsi Presiden,
demi menegakkan
citra Istana dari rasa

malu yang timbul

Hendarman tetap diperta-
hankan sebagai jaksa agung

akibat kecerobohan
administrasi.”

pada Kabinet Indonesia
Bersatu II, tetapi tanpa di-
lantik lagi.

Sejak gugatan Yusril soal
keabsahan Hendarman
muncul, Istana Negara me-
respons soal itu secara amat
defensif. Mensesneg Sudi
Silalahi dan Staf Khusus Pre-
siden Bidang Hukum Denny Indrayana bahkan terus membuat
pernyataan bahwa Jaksa Agung Hendarman Supandji sah.

Demi menegakkan citra Istana, mereka menolak fakta bahwa
ada keteledoran dalam administrasi pengangkatan jaksa agung
yang kemudian dipersoalkan oleh Yusril ke MK. Mereka malu
mengakui bahwa ada yang tidak beres dalam tertib adminis-
trasi ketatanegaraan.

Kini, mestinya perdebatan itu berakhir, seiring dengan ke-
luarnya putusan MK. Istana boleh merasa terpukul atau malu,
tapi harus tetap taat asas.

Presiden tinggal mengeluarkan keputusan presiden untuk
mengangkat dan melantik jaksa agung yang baru. Bahkan,
dapat mempertahankan Hendarman, asalkan membuat surat
keputusan yang baru dan melantiknya. Lalu, jaksa agung baru
itu segera memeriksa Yusril tanpa beban karena sudah legal.
Dengan begitu, polemik berakhir dan penegakan hukum ber-
jalan tanpa ada lagi cacat administrasi.

Sayangnya, perkara yang simpel itu terus dibuat rumit. Alih-
alih segera melaksanakan putusan MK, para pembantu Presi-
den malah sibuk membuat daftar tafsir atas putusan MK itu.

Semuanya demi gengsi Presiden, demi menegakkan citra
Istana dari rasa malu yang timbul akibat kecerobohan admi-
nistrasi.

Kalau begini terus, anak bangsa ini akan selalu memikul
beban menegakkan citra pemimpinnya kendati harus mengor-
bankan tegaknya hukum.

Anda ingin menanggapi "Editorial” ini, silakan kunjungi:
mediaindonesia.com

PAUSE

Buku Harian
Kurangi Stres Pasien

HASIL penelitian mengungkapkan bahwa menulis buku harian
dapat mengurangi risiko gangguan stres pascatrauma (PTSD)
pada pasien yang menjalani masa sulit dalam perawatan in-
tensif di rumah sakit.

Penelitian itu dilakukan terhadap 352 pasien unit perawatan
intensif (ICU) di 12 rumah sakit di enam negara di Eropa. Se-
banyak 162 pasien yang dipilih secara acak diberi buku harian
untuk menceritakan pengalaman mereka di ICU.

Pada laporan penelitian
yang diterbitkan da-
lam Critical Care
edisi September
itu, para pasien
yang mene-
rima buku
harian mem-
punyai ke-
mungkinan
lebih kecil
50% menga-
lami PTSD jika
dibandingkan
dengan kelom-
pok yang tidak me-
nerima buku harian.

“Rata-rata, satu dari 10
pasien yang tinggal lebih dari 48 jam di ruang perawatan inten-
sif akan mengalami peningkatan PTSD,” ujar peneliti Richard
Griffiths, profesor di Liverpool University, Inggris.

Peneliti menyatakan sifat fragmentaris kenangan mereka
dan proporsi delusi memori yang tinggi, seperti mimpi buruk
dan halusinasi, mungkin dapat menyulitkan pasien untuk
memahami apa yang telah terjadi terhadap mereka. (Healthday
News/*/X-5)
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Dana Bersolek Presiden
Rp839 Juta per Tahun

DPR turut bertanggung jawab atas
pemborosan uang negara yang terjadi
di lingkungan istana kepresidenan.

Aryo Bhawono

ENGKAP sudah

penderitaan rakyat.

Setelah pemborosan

anggaran oleh DPR,
ternyata Presiden Susilo Bam-
bang Yudhoyono juga dianggap
melakukan pemborosan ang-
garan negara untuk keperluan
gaya hidup.

Koordinator Forum Indonesia
untuk Transparansi Anggaran
(Fitra) Uchok Sky Khadafi di
Jakarta, kemarin, mengungkap-
kan total Rp203,8 miliar uang
negara yang diperuntukkan
anggaran Istana Negara.

Dari total anggaran itu, lanjut-
nya, sebesar Rp839 juta dipakai
untuk pemenuhan pakaian
dinas Presiden saat melakukan
perjalanan ke luar negeri. “Itu
menyedihkan. Mau dibelanja-
kan di mana uang sebesar itu?”
ungkapnya.

Menurutnya, berdasarkan
pengolahan Daftar Isian Pelak-

sanaan Anggaran (DIPA) Sek-
retariat Negara (Setneg) 2010,
juga terjadi pemborosan uang
negara untuk pemenuhan ke-
perluan furnitur rumah jabat-
an, renovasi Gedung Sekreta-
riat Negara, dan pengamanan
di sekitar Istana Negara.

Ia menambahkan, anggaran
pengamanan berupa peng-
adaan road blocker yang dipa-
sang di sekitar kawasan Ista-
na Negara dan pengamanan
fisik VVIP sudah tidak masuk
akal.

Apalagi, lanjutnya, banyak
pihak masyarakat yang menge-
luhkan pengamanan presiden
yang berlebihan. “Harusnya
presiden peka karena sebagian
biaya hidupnya ditanggung
negara. Padahal uang ini bisa
dimanfaatkan untuk kese-
jahteraan rakyat. Mungkin
pejabat di sekitar istana juga
tidak pernah sadar, seberapa
miskin sih rakyat negeri ini,”
tegasnya.

Akan tetapi, Menteri Sekre-

Penggunaan Anggaran
Presiden Tahun 2010

taris Negara (Mensesneg) Sudi
Silalahi membantah besaran
anggaran pakaian Presiden
Yudhoyono dan furnitur.
“Untuk anggaran baju dinas
tidak benar jumlah itu. Silakan
ditanya ke kepala rumah tang-
ga. Ada datanya,” ujar Sudi.
Iajuga menepis besaran ang-
garan pengamanan. Menurut
Sudi, anggaran renovasi Setneg
sudah mencakup renovasi pa-
gar dan sistem keamanan.
“Fitra bilang Rp22 miliar. Itu
pernah kami jelaskan. Ang-
garan Rp20 miliar untuk pagar
istana, sistem keamanan, tem-
pat wakil presiden. Berulang

= Membeli baju Presiden

m Membeli furnitur

B Pengamanan fisik
dan nonfisik VVIP

Total
Rp203,8 miliar

Rp839 juta
Rp42 miliar

® Renovasi Gedung Setneg Rp60 miliar
m Road blocker

Rp49 miliar
Rp81 miliar

Sumber: Fitra/ Grafis: ebet

kali kami jelaskan di DPR,”
tukasnya.

Sosiolog Universitas Air-
langga, Surabaya, Hotman Sia-
haan menilai DPR harus turut
dipersalahkan dalam pembo-
rosan anggaran negara untuk
kegiatan istana. “Jika anggaran
tersebut sampai boros, DPR su-
dah mengizinkan pemborosan
itu. Pertanyaannya adalah ba-
gaimana bisa DPR menyetujui
pemborosan,” ujarnya.

Suka bersolek

Direktur Eksekutif Indonesia
Budget Centre (IBC) Alif Nur
Alam menyatakan, pemborosan

anggaran oleh istana kepresi-
denan tidak sebanding dengan
kebutuhan masyarakat. Pemer-
intah mengedepankan upaya
mempercantik diri ketimbang
memperjuangkan kesejahte-
raan rakyat.

“Saya tidak melihat keber-
pihakan kepada rakyat dalam
anggaran. Karena penyedotan
anggaran yang dilakukan oleh
istana kepresidenan menge-
sampingkan kebutuhan ke-
sejahteraan masyarakat,” jelas-
nya.

Ia mencontohkan, anggaran
pembelian pakaian presiden
sebenarnya bisa memangkas
angka putus sekolah di Jawa.
Adapun anggaran pembelian
furnitur dapat mendorong
pemenuhan kebutuhan guru
di kawasan pedalaman Indo-
nesia.

Dengan memangkas kedua
anggaran itu, lanjutnya, peme-
rintah dapat mendorong peme-
rataan pendidikan nasional.
“Ini menunjukkan bahwa pe-
merintah lebih suka bersolek
daripada memajukan pendi-
dikan,” tegasnya. (Rin/P-1)

bhawono@
mediaindonesia.com

Pemerintah Lamban, Pangkalan Bun Bergolak

KELAMBANAN Menteri Da-
lam Negeri untuk menetapkan
kepala daerah di Kotawaringin
Barat, Kalimantan Tengah,
berujung pada kemarahan
masyarakat.

Ribuan masyarakat Pangkal-
an Bun, Ibu Kota Kotawaringin
Barat, kemarin, mengungkap-
kan kemarahan dengan berun-
juk rasa di depan kantor bu-
pati.

Mereka mendesak pemerin-
tah untuk melantik pasangan
Sugianto Sabran-Eko Soemarno
sebagai kepala daerah terpilih,
hasil pemilihan umum kepala
daerah 5 Juni 2010 .

Aksi dipimpin tokoh masya-
rakat Pangeran Muajidinsyah.
“Kami mendesak suara rakyat
yang telah memenangkan
pasangan Sugianto-Eko segera
disahkan,” ujar Pangeran.

Hanya saja, Mendagri Gama-
wan Fauzi belum mau menge-
sahkan kemenangan Sugianto-
Eko meski KPU Kotawaringin
Barat telah mengajukan pasang-
an itu ke pemerintah pusat.

Massa marah karena mera-
sa dipermainkan pemerintah
pusat. Mereka menyebut pe-
merintah telah melecehkan
mayoritas suara rakyat.

Dalam aksi itu, massa mem-
bakar 10 ban bekas di tengah
jalan, membakar Tugu Adipura,
dan menggulingkan sebuah
mobil berpelat merah.

“Kami akan merekomendasi-
kan tuntutan masyarakat,” kata
Staf Ahli Bidang Kemasyarakat-
an dan SDM Kotawaringin Ba-
rat Eko Prabowo. (Bas/P-2)

FOTO-FOTO: BORNEONEWS/SELLY SUGIARTO/NASIKHIN

" PANGKALAN BUN RUSUH: Ribuan warga Pangkalan Bun,

Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah berunjuk rasa karena kecewa
terhadap pemerintah yang tidak kunjung melantik pasangan Sugianto
Sabran-Eko Soemarno sebagai kepala daerah terpilih. Dalam unjuk rasa
itu, massa mengamuk dan menggulingkan sebuah mobil berpelat merah
(atas), membakar patung di Tugu Adipura persimpangan Istana Kuning
Jalan Iskandar (kiri), dan polisi pun mengamankan lokasi kerusuhan.

Hendarman cuma Bisa Mengurus,

bukan Memutus

rumahnya di Jalan Denpasar Blok 3C, No

12A, Kuningan, Jakarta Selatan, pukul 08.50
WIB, kemarin. Seraya menebar senyum, Jaksa
Agung Hendarman Supandji bersiap-siap menuju
kantornya di bilangan Mahakam, Jakarta Selatan.
Sebelum memasuki mobil sedan Toyota Crown
Lexus Royal Saloon bernomor polisi B 1898 RFS, ia
sempat meladeni pertanyaan wartawan yang sejam
sebelumnya sudah nongkrong di depan rumah dinas
Jaksa Agung itu.

Dengan didampingi dua ajudannya, Hendarman
mengaku pencopotan jabatannya memerlukan
keputusan dari Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono. Ia pun menambahkan dirinya belum
dapat memutuskan untuk mengundurkan diri.

“Saya masih ngantor. Namun, saya belum tentu
mengambil keputusan. Terutama keputusan
strategis,” imbuh pria kelahiran Klaten, 63 tahun
lalu tersebut.

Sehari sebelumnya, Mahkamah Konstitusi
(MK) mengabulkan gugatan Yusril Thza Mahendra
mengenai status Hendarman selaku jaksa agung.
Menurut Ketua MK Mahfud MD, sejak pukul 14.35
Rabu (22/9), ketika MK memutuskan perkara
status jaksa agung, pria yang menggantikan Abdul

P RIA paruh baya berkacamata keluar dari

Rahman Saleh sebagai Jaksa Agung sejak 2007 itu
sudah tidak lagi sah menjabat.

Sampai di Kantor Kejaksaan Agung, Kebayoran
Baru, Hendarman pun masih terlibat di dalam rapat
pimpinan bersama Wakil Jaksa Agung Darmono dan
jaksa agung muda (JAM) lainnya. Rapat itu antara
lain membahas sikap Kejaksaan Agung menanggapi
putusan MK.

Sesaat sebelum meninggalkan Gedung Kejaksaan
Agung pada malam harinya, Hendarman
menegaskan pihaknya masih berpegang teguh
pada ketentuan MK yang menyangkut Pasal 22 UU
No 16/2004 tentang Kejaksaan soal masa jabatan
dirinya yang berakhir sesuai masa kabinet. Namun,
masih ada Pasal 19 yang menyatakan pengangkatan
dan pemberhentian jaksa agung merupakan hak
prerogatif presiden. “Saya tidak akan mengambil
keputusan strategis, tetapi untuk pekerjaan yang
bersifat mengurus,” tuturnya mendeskripsikan
status pekerjaannya saat ini.

Hendarman juga masih harus berkonsultasi
dengan Presiden tentang penunjukan Wakil Jaksa
Agung Darmono sebagai pelaksana tugas jaksa
agung.

Kendati ada penolakan dari sebagian besar
anggota Komisi Il DPR. Wakil Jaksa Agung

Darmono menerangkan rapat dengar pendapat
rutin Kejaksaan Agung dengan Komisi IIT DPR
akan tetap digelar Senin (27/9). Hendarman sendiri
mengonfirmasi tidak akan mendatangi Komisi III.
Ketika jajaran kejaksaan sibuk merapatkan
barisan pascaputusan MK, Presiden Yudhoyono
yang sehari-hari sibuk mengurus negara memilih
menonton pertandingan sepak bola dalam rangka
HUT ke-65 TNI. Presiden ikut melakukan kick-off
pembukaan pertandingan sepak bola PSAD (B)
dan PS Bhayangkara (A) di Stadion Madya Gelora
Bung Karno, kemarin sore. Tidak ada sambutan dari
Kepala Negara.

Hingga kini, Presiden belum memberikan
pernyataan publik mengenai putusan yang
berpengaruh ke Hendarman. Hanya melalui
Mensesneg Sudi Silalahi dan Staf Khusus Presiden
bidang Hukum dan HAM Denny Indrayana yang
menegaskan bahwa jaksa agung tetap Hendarman
hingga keppres pemberhentiannya dikeluarkan
Presiden. Saat menonton sepak bola, Presiden yang
berkemeja nuansa merah putih pun tidak sendiri.
Ia didamping Ibu Negara Ani Yudhoyono yang
berbusana senada, juga puluhan pembantunya di
Kabinet Indonesia Bersatu II.

(Amahl Sharif Azwar/Dwi Tupani/P-3)

INTERUPSI

Selengkapnya di www.mediaindonesia.com

Jangan Permainkan
Sistem Tata Negara

PENGANTAR

SIDANG yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menga-
bulkan sebagian permohonan uji materi UU No 16/2004 tentang Kejaksaan
Pasal 22 ayat (1) yang diajukan Yusril Ihza Mahendra, mantan Menteri
Kehakiman dan HAM.

Dengan putusan itu, Hendarman Supandii tidak sah lagi sebagai jaksa
agung. Ini pertama kali dalam sejarah Indonesia seorang jaksa agung
diberhentikan bukan oleh pejabat yang mengangkatnya.

Berikut petikan masyarakat mengenai hal ini yang disampaikan melalui
Mediaindonesia.com, Facebook Harian Umum Media Indonesia, dan in-
terupsi@mediaindonesia.com.

Sistem Administrasi Hancur

ITULAH hancurnya sistem administrasi negara di Indonesia.
Jempol untuk MK yang berani berada di jalan yang benar dan
untuk Yusril harus tetap diproses ntu jangan gara-gara dia menang
kagak diproses dia.

Fian Bkanyngdloelgie

Bikin Bingung
SATU lagi dari SBY. Suka bikin bingung. Jadinya mempekerjakan
orang tanpa SK. Top manager yang benar-benar top. Satu-satunya

di dunia.
Zuli Zuly

Gonta-ganti Enggak Mempan

MAU berganti-ganti 100 kali juga gak ngaruh. Kalau pengadilan
di Indonesia masih menganut pengadilan kekuasaan dan peng-
adilan uang.

Awwie Abu Naura

Jangan Lalai

KALAU mau diangkat jadi pejabat, terutama yang elite-elite, tanya
dulu sudah ada SK-nya belum? Jangan sampai dipermalukan.
Yang diberi kewenangan untuk mengangkat juga jangan lalai,
biar pemangku jabatan gak dipermalukan di depan publik. Saya
jadi ingat calon menkes beberapa waktu lalu dan Pak Anggito
Abimanyu (calon wakil menteri keuangan).

Yulius Krispi

Jangan Main-Main

KEPUTUSAN MK tidak tegas atau permisif. Seharusnya Hendar-
man dinyatakan jaksa agung ilegal karena setelah masa jabatan
di KIB I berakhir, dia tidak kembali dilantik di KIB II. Memang
ketegasan ini membawa konsekuensi yang berat bagi negara dan
bangsa. Tetapi tetap kita harus belajar berani dan tegas agar di
kemudian hari presiden tidak main-main lagi soal ketatanegaraan.
Apalagi presiden kita sekarang ini sangat banyak sekali stafnya, di
samping para menterinya. Jadi percuma saja anggaran ke presiden
yang besar, tetapi kerja masih tidak profesional!

Rianto Sihite

Seperti Pasar Ayam

INDONESIA ini negara atau pasar ayam? Punya tatanan hukum
atau hukum adalah selera dari kelompok? Ada pengadilan, peng-
adilan tinggi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, presiden,
DPR... Lalu moral tak berbuat apa-apa. Moral adalah kejujuran
dari hati. Estetika yang berpegang kepada Tuhan. Bagaimana ke-
mudian? Para pejabat saling bertengkar beking-bekingan, rakyat
antarkampung atau desa baku tawur.

FJ Karto

Satu Kosong untuk SBY

WAH Pak SBY kok keduluan sama MK. Indonesia memang butuh
orang-orang seperti Pak Mahfud. Terus berjuang, Pak!
Adri Sri Adriatiningsih

Biar Semua Tahu

BIAR tahu bobroknya tata negara kita...
Chenx Dayat

Jangan Banyak Argumen

KASUS jaksa agung merupakan kekurangcermatan para pem-
bantu presiden, ini pelajaran yang sangat berarti dalam bernegara.
MK sudah sangat bijak. Coba kalau keputusan MK bisa berlaku
mundur kan berabe. Oleh karena itu, jangan banyak argumen,
laksanakan saja putusan MK dengan lapang dada, terus minta
maaf bahwa tuan-tuan kurang cermat sehingga Presiden menang-
gung beban.

Komirbastaman

Produk Politik Pencitraan

HASIL putusan MK menjadi pelajaran berharga bahwa me-
nyangkut administrasi negara tidak bisa seenaknya dikelola.
Ada rambu-rambu yang wajib ditaati. Semua kini jadi bume-
rang dan secara psikologis dampaknya sangat berat bagi yang
bersangkutan. Jika sudah demikian, masihkah politik citra bisa
dipertahankan?

Muhammad Hasir Sonda

Masih Untung

MASIH untung tidak diberhentikan langsung oleh Yang Ma-
hakuasa.
Arman Satu



